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ABSTRAK
Social capital is the social adhesive for every individual in the form of a
network of the trust and norms so, that will be a profitable cooperation to get a
common goal. Social capital will be expanded if used together and will be lost if not
used with values, norms and trust each other. Either between individuals or groups of
organizations. The purpose of this research is to know the uses of social capital in the
management of tourist attractions, Kedungu Beach. This research use the qualitative
study. Study of data colletions used the interview’s study. Based on this study, social
capital is needed in the way to manage Kedungu Beach as the tourist attractions.
Based on these research results, concepts of social capital needed in the management
of Kedungu Beach tourim object so that the problem can be resolved with limited
funds, owned by the Government of the Belalang Village as the main tourist beach
manager of Kedungu Beach.
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21. PENDAHULUAN
Modal sosial adalah suatu bentuk dari hubungan yang lebih
menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan baik dalam suatu
organisasi maupun antar satu organisasi dengan yang lainnya. Nilai-nilai tersebut
merupakan suatu modal dalam membentuk masyarakat yang kuat dan berkepribadian,
dimana saat ini sangat penting karena ketika menghadapi suatu masalah akan cepat
dalam penyelesaiannya tanpa merugikan orang lain. Putnam (dalam Sutoro Eko,
2003) mengartikan modal sosial sebagai perekat sosial bagi setiap individu dalam
bentuk norma, kepercayaan, dan jaringan kerja sehingga didalamnya akan terjadi
kerjasama yang saling menguntungkan untuk mendapatkan tujuan bersama.
Konsep Modal Sosial merupakan suatu bentuk jaringan, kepercayaan, norma-
norma dan nilai-nilai. Ketiga elemen atau unsur-unsur pembentuk modal sosial
tersebut sangat penting dan saling berhubungan satu sama lainnya dalam
pembentukan modal sosial. Konsep Modal Sosial menjadi salah satu agenda
terpenting dalam menjalankan pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu. Dengan
menjalankan Konsep Modal Sosial yang baik pada pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu diharapkan dapat memberikan bantuan dan pemecahan terhadap masalah
yang muncul.
Konsep Modal Sosial yang dilakukan dalam pengelolaan Obyek Wisata
Pantai Kedungu juga harus tercermin unsur-unsur Governance. UNDP (United
Nations Development Program) dan LAN memberikan unsur governance seperti :
participation, rule of low, transparency, responsiveness, concensus orientation,
equity, effectiviness and efficiency, accountability, strategic vision. Pemanfaatan
Konsep Modal Sosial yang mencerminkan unsur Governance di  dalamnya dimana
berguna pada saat adanya permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Obyek
Wisata Pantai Kedungu dan bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan oleh
pihak Pemerintah Desa Belalang.
32. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Administrasi Publik
Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi
universal yang dilakukan para pemimpin dan asas-asas yang menyusun praktik
kepemimpinan yang baik. Fayol dalam Pasolong ( 2013 : 13 ), mengemukakan
prinsip-prinsip administrasi ada 14 yaitu sebagai berikut : pembagian kerja, disiplin,
wewenang, kesatuan komando, kesatuan arah, mengalahkan kepentingan individu
dengan umum, pemberian upah, pemusatan, rentan kendali, tata tertib, keadilan,
stabilitas pada jabatan personal, inisiatif, rasa persatuan.
Gray (1989:15-16) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat
sebagai berikut: 1. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi
pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. 2.
Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan.
3.Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang
sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya.
Nicholas Henry (1995) memberikan rujukan tentang ruang lingkup
administrasi publik yang dapat dilihat dari topi-topik yang dibahas selain
perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri antara lain adalah: organisasi
publik, managemen publik, implementasi.
2.1.2 Governance
Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap
konsep government yang menjadi titik tekan paradigma tradisional dan
menyempurnakan konsep - konsep yang diusung oleh paradigma New Public
Management (NPM). UNDP sendiri memberikan definisi good governance sebagai
hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, swasta dan masyarakat.
UNDP (United Nations Development Program) dan LAN memberikan unsur
governance seperti : participation, rule of low, transparency, responsiveness,
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2.1.3 Modal Sosial
Putnam (dalam Sutoro Eko, 2003) mengartikan modal sosial sebagai perekat
sosial bagi setiap individu dalam bentuk norma, kepercayaan, dan jaringan kerja
sehingga didalamnya akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk
mendapatkan tujuan bersama. Modal sosial memiliki beberapa unsur-unsur
pembentuk, seperti : kepercayaan, jaringan sosial, norma datau nilai - nilai. Ketiga
elemen atau unsur-unsur pembentuk modal sosial tersebut sangat penting dan saling
berhubungan satu sama lainnya dalam pembentukan modal sosial. Suatu institusi atau
kelompok harus memiliki kepercayaan, kebersamaan, kerja sama dan kegotong
royongan baik itu antara institusi maupun individu yang ada di dalam masing-masing
institusi untuk mencapai tujuan bersama.
3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk
melihat segala kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan dan bersifat deskriptif
dan arena lebih mementingkan proses dari pada hasil. Bognan dan taylor pada
Moleong mendefinisikan metode kualitatif akan menghasilkan data-data deskriptif
berupa kata-kata baik itu tertulis maupun lisan yang berasal dari orang-orang atau
perilaku yang diamati.
Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobability
sampling. Secara lebih rinci, teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam
penelitian ini teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Seperti dalam penelitian ini, perbekel dan bendesa adat Desa Belalang akan
dijadikan sampel penelitian karena perbekel dan bedesa adat Desa Belalang adalah
orang yang mengetahui dan memiliki informasi mengenai penerapan governance dan
modal sosial dalam pengelolaan obyek wisata pantai kedungu dan mengetahui
tentang permasalahan yang banyak muncul dan menghambatnya pengelolaan dan
perkembangan obyek wisata pantai kedungu tersebut.
54. PEMBAHASAN
4.1 Pemanfaatan Modal Sosial Dari Segi Jaringan Sosial (Network)
Masalah yang muncul pada pertengahan tahun 2012 dalam proses pengelolaan
Obyek Wisata Pantai Kedungu di Desa Belalang di mana terjadi perebutan aset milik
Desa Belalang yang berupa tanah yang terletak di sekitaran Obyek Wisata Pantai
Kedungu. Aset yang diperebutkan itu berada di antara perbatasan wilayah Desa
Belalang dengan wilayah Desa Pangkungtibah di pinggiran Obyek Wisata Pantai
Kedungu. Masalah yang terjadi ini sempat diselesaikan dengan cara kekeluargaan,
tokoh-tokoh dari Desa Belalang dan beberapa masyarakat sempat melakukan
musyawarah dengan pihak Desa Pangkungtibah akan tetapi cara yang dilakukan itu
tetap tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya berujung masuk ke
ranah hukum dengan menyerahkan bukti kuat yang berupa peta Desa Belalang yang
telah ada sejak dulu. Pihak Desa Belalang mengajukan permohonan ke Pemerintah
Pusat agar tetap memakai peta desa yang lama dan aset yang diperebutkan tetap
masuk ke dalam wilayah Desa Belalang. Jaringan atau kerjasama yang terbentuk
antara Pemerintah Desa Belalang, masyarakat dengan Pemerintah Pusat membuahkan
hasil yang memuaskan yang tetap memasukkan aset tersebut ke dalam wilayah Desa
Belalang.
Selain masalah perebutan aset di atas, muncul juga masalah sarana dan
prasarana yang kurang mendukung pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu
karena terbentur dana yang kurang memadai. Masalah yang muncul terkait sarana dan
prasarana tersebut sebenarnya sudah di ajukan ke Pemerintah Kabupaten Tabanan
untuk mendapatkan bantuan, tetapi sampai saat ini sedikitpun belum mendapatkan
tanggapan yang serius. Malah saat ini bantuan yang di terima di dalam pengelolaan
Obyek Wisata Pantai Kedungu tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Bali
khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Dalam keterbatasan dana yang
dimiliki oleh Desa Belalang dalam mengelola Obyek Wisata Pantai Kedungu
tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali memberikan bantuan pelestarian
terhadap Obyek Wisata Pantai Kedungu berupa penanggulangan abrasi yang
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masih berjalan
Sebelum pembuatan penanggulangan abrasi, pada awal tahun 2011 lalu
sempat juga ada pembuatan kios-kios pedagang dan kamar pemandian umum yang
diharapkan dapat menambah kesan modern dan kenyamanan bagi wisatawan yang
mengunjungi Obyek Wisata Pantai Kedungu. Sumber dana yang dibutuhkan dalam
pembuatan kios-kios dan pemandian umum tersebut diperoleh dari PNPM Mandiri
baik berupa dana tunai maupun dalam bentuk barang dengan total sebesar Rp.
73.000.000.
Dalam pembangunannya membutuhkan dana sebesar Rp. 211.000.000, sisa
dari dana pembangunan yang kurang itu diperoleh dari swadaya sumbangan
masyarakat yang juga berupa dana tunai maupun dalam bentuk barang sebesar Rp.
36.633.200 dan pihak Pemerintah Desa meminjam modal dari salah satu koperasi
yang ada di Tabanan.
Jaringan sosial yang muncul tidak hanya dalam suatu bentuk hubungan
kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dengan Pihak Pemerintah Pusat maupun
Provinsi, jaringan sosial juga muncul dari bentuk kekeluargaan, kesukarelaan dan
gotong royong dari masyarakat dan beberapa villa yang berada disekitaran Obyek
Wisata Pantai Kedungu. Beberapa villa yang ada di sekitaran Obyek Wisata Pantai
Kedungu contohnya seperti villa kedungu dan villa ombak menawarkan diri secara
sukarela untuk bersedia melakukan gotong royong pembersihan pantai dengan
mencari masyarakat yang bersedia menjadi petugas kebersihan di Obyek Wisata
Pantai Kedungu. Masyarakat juga membentuk suatu jaringan sosial dalam
pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu, dimana beberapa orang masyarakat yang
sekarang memiliki kios selalu melakukan gotong royong membersihkan dan menjaga
kelestarian obyek wisata tersebut. Dalam upaya pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu ini bukan peraturan yang mengharuskan mereka ikut berpartisipasi dalam
mengelola Obyek Wisata Pantai Kedungu tetapi ada jaringan sosial dengan prinsip
kesukarelaan dan asas gotong royong yang kental mereka miliki di dalam dirinya
sendiri.
74.2 Pemanfaatan Modal Sosial Dari Segi Kepercayaan ( Trust )
Sebagai salah satu pelayan publik, Pemerintah Desa Belalang yang bertugas
membuat peraturan dan mengelola sumber daya yang ada di Desa Belalang, baik itu
sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Desa Belalang.
Membina kepercayaan dalam suatu hubungan kerjasama dengan masyarakat maupun
pihak-pihak lainnya sangat penting. Seperti halnya juga Pemerintah Desa Belalang
yang memberikan kepercayaan kepada beberapa orang masyarakat yang ikut serta
dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu, seperti memberikan tugas dalam
pemungutan biaya parkir bagi wisatawan yang berkunjung. Melihat dimana tempat
pemungutan biaya parkir tersebut merupakan lahan basah yang tepat digunakan untuk
melakukan praktek korupsi, tetapi dengan adanya rasa kepercayaan yang di berikan
oleh pihak Pemerintah Desa Belalang kepada beberapa orang masyarakat yang
bertugas membuat keadaan tersebut bisa di hindari. Hasil dari pemungutan biaya
parkir tersebut jumlahnya cukup besar yang mencapai 40 juta rupiah per tahunnya
atau 3,5 juta rupiah perbulannya. Semua dana yang diperoleh dari hasil pemungutan
biaya parkir tidak semuanya yang masuk ke kas desa, dari 3,5 juta rupiah per bulan
yang diperoleh hanya 60% atau Rp. 2.100.000 saja yang masuk ke kas desa dan
sisanya 40% atau Rp. 1.400.000 lagi diberikan untuk dibagi  kepada masyarakat yang
bertugas menjaga parkir. Berarti dari setahun pengelolaannya, Obyek Wisata Pantai
Kedungu memberikan pemasukan kepada Desa Belalang sebesar Rp. 25.200.000.
Bukan hanya pihak desa yang percaya kepada masyarakat, akan tetapi pihak
masyarakat sendiri juga percaya dengan pihak desa dan tidak akan mengecewakan
pihak Pemerintah Desa Belalang karena dari 60% atau Rp. 2.100.000 dana yang
diperoleh dari pemasukan parkir Obyek Wisata Pantai Kedungu setiap bulannya yang
masuk ke kas desa akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki pihak
desa yang sebelumnya digunakan untuk penambahan sarana dan prasarana dalam
proses pengembangan Obyek Wisata Pantai Kedungu. Akan tetapi walaupun pihak
Pemerintah Desa Belalang sudah memberikan kepercayaan kepada beberapa
masyarakat tersebut, sesekali dalam seminggu pihak Pemerintah Desa melakukan
pengecekan ke Obyek Wisata Pantai Kedungu.
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hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu. Pihak desa bekerjasama, memberikan kepercayaan dan memberikan izin
kepada pihak luar yang ingin membangun villa di sekitaran Obyek Wisata Pantai
Kedungu. Pihak desa percaya dengan adanya villa-villa yang dibangun di sekitaran
Obyek Wisata Pantai Kedungu akan dapat dengan cepat memajukan dan
memodernkan obyek wisata tersebut.
4.3 Pemanfaatan Modal Sosial Dari Segi Norma-norma Dan Nilai-nilai
1. Norma-norma
Dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu ada aturan-aturan yang
mengikat, akan tetapi aturan-aturan yang dipakai dalam pengelolaannya masih belum
begitu banyak yang tertulis dan kebanyakan aturan-aturan yang tidak tertulis. Hasil
musyawarah yang dilakukan pihak Pemerintah Desa Belalang dengan Badan
Permusyawaratan Desa dan beberapa tokoh-tokoh Desa Belalang, telah
mengeluarkan keputusan yang berupa aturan tertulis mengenai pengelolaan Obyek
Wisata Pantai kedungu yang yang mengacu kepada peraturan Desa Belalang yang
baru sebatas pemungutan biaya parkir kepada wisatawan yang berkunjung yang
diharapkan dana dari pemasukan biaya parkir tersebut dapat untuk menutupi hutang
desa yang sebelumnya digunakan untuk penambahan sarana dan prasarana Obyek
Wisata Pantai Kedungu, dan peraturan kedisiplinan waktu bagi masyarakat yang
bertugas menjaga parkir. Bukan hanya aturan-aturan yang tertulis saja yang harus
dipatuhi tetapi ada aturan yang tidak tertulis yang juga sangat penting dalam
pengembangan Obyek Wista Pantai Kedungu kedepannya. Dimana dalam hasil
wawancara yang diperoleh, pihak Pemerintah Desa tidak hanya memberi tugas
sebatas memungut biaya parkir tetapi juga ikut serta dalam menjaga keamanan dan
kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.
Berbicara tentang kenyamanan, sudah dikenal di mata mancanegara bahwa
Pulau Bali adalah surga bagi para wisatawan bukan hanya karena banyak obyek
wisata tetapi juga karena penduduknya yang ramah, dan sopan. Sama juga halnya
dengan masyarakat Desa Belalang, di dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai
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kepada wisatawan. Dari sikap keramahan dan kesopanan yang dimiliki masyarakat
Desa Belalang berdampak besar kepada pengembangan Obyek Wisata Pantai
Kedungu kedepannya, karena dari sikap tersebut wisatawan merasa nyaman dan
aman dalam menikmati semua yang ada di Obyek Wisata Pantai Kedungu.
Namun untuk villa-villa yang dibangun di wilayah Desa Belalang atau di
sekitaran Obyek Wisata Pantai Kedungu, sampai saat ini belum ada aturan-aturan
resmi yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur villa-villa tersebut. Hanya
kesukarelaan dari pihak villa-villa itu sendiri saja, sebatas mana mereka mau ikut
serta terlibat di dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu dan tidak ada
peraturan yang mengharuskan dan mengikat mereka untuk ikut dalam mengelolanya.
Melihat peraturan-peraturan di atas dapat di lihat bahwa dalam setiap melakukan
kerjasama atau melakukan suatu pekerjaan dengan orang lain itu harus selalu
menghormati, menghargai, tidak menyinggung dan tidak membedakan.
Selain aturan-aturan di atas yang dipergunakan dalam pengelolaan Obyek
Wisata Pantai Kedungu, ada aturan dari adat yang disebut awig-awig Desa Adat
Kedungu. Aturan-aturan yang ada di dalam awig-awig Desa Adat Kedungu tersebut
berbeda dengan aturan-aturan yang dikeluarkan dari hasil musyawarah yang
dilakukan Pemerintah Desa Belalang dengan Badan Permusyawaratan Desa dan
tokoh-tokoh Desa Belalang yang mengatur tentang pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu, melainkan berisi tentang hak milik Desa Belalang seperti halnya juga
Obyek Wisata Pantai Kedungu yang menjadi hak milik Desa Belalang karena
letaknya yang berada di wilayah Desa Belalang dan yang berhak mengelola dan
mengatur adalah Pemerintah Desa Belalang. Bisa dilihat dari awig-awig Desa Adat
Kedungu pasal 5 ayat 25 tentang milik desa seperti: ( Sumber: Awig-awig Desa Adat
Kedungu, hal.10 )
a. Kahyangan Desa:
1. Kahyangan Tiga
2. Pura Mrajapati
b. Balai Desa
c. Tanah Desa
d. Kuburan-kuburan
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e. Gong milik masing-masing banjar yang ada di Desa Belalang
Dari awig-awig pasal 5 ayat 25 tentang milik desa, bisa dilihat tercantum
tanah desa. Tanah desa tersebut bisa diartikan dalam artian luas, termasuk Obyek
Wisata Pantai Kedungu adalah tanah milik desa. Peraturan dan penetapan dari awig-
awig Desa Adat Kedungu berdasarkan dari Panca Sila, Undang-undang Dasar 1945
pasal 18, dan Tri Hita Kerana menurut tata cara Agama Hindu, seperti yang sudah
tercantum pada pasal 2 ayat 2 tentang aturan dan penetapan. ( Sumber: Awig-awig
Desa Adat Kedungu, hal.1 )
2. Nilai-nilai
Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu didasari oleh 3 konsep pokok
modal sosial yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma-norma. Dari pemanfaatan ketiga
konsep modal sosial yang di terapkan dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu seperti yang sudah di jelaskan diatas, ada nilai-nilai yang tercermin di
dalamnya seperti nilai kemajuan, nilai kejujuran, dan nilai budaya. Nilai kemajuan
yang tercermin bisa dilihat dari bagaimana proses pengembangan Obyek Wisata
Pantai Kedungu yang dari awal pengembangannya sudah banyak masalah yang
muncul. Namun sedikit demi sedikit dari adanya bantuan yang di peroleh secara
sukarela, baik itu dari masyarakat, swasta, maupun Pemerintah Provinsi Bali
membuat perkembangan atau kemajuan yang lumayan pesat dalam pengelolaan
Obyek Wisata Pantai Kedungu.
Nilai-nilai kejujuran juga tercermin dari pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu, dimana sudah di jelaskan sebelumnya di atas bagaimana Pemerintah Desa
Belalang yang memberikan kepercayaan kepada beberapa masyarakat untuk ikut
serta dalam mengelola Obyek Wisata Pantai Kedungu seperti beberapa masyarakat
yang bertugas memungut biaya parkir. Dapat di lihat dimana tempat pemungutan
biaya parkir merupakan lahan basah yang tepat untuk digunakan dalam praktek
korupsi, namun dengan adanya rasa saling percaya antara Pemerintah Desa Belalang
dengan masyarakat membuat nilai kejujuran yang ada dalam diri masyarakat tersebut
muncul dengan kuat. Terakhir yang muncul adalah nilai budaya. Nilai-nilai budaya
ini muncul dari aturan-aturan tidak tertulis di dalam pengelolaan Obyek Wisata
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Pantai Kedungu. Dilihat dari tradisi yang telah ada dari duhulu sampai sekarang yang
sudah dikenal di mata mancanegara, Pulau Bali merupakan pulau wisata yang
mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung
dengan menjaga keramahan dan kesopanan masyarakat lokal asli Bali. Sama halnya
dengan pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu yang mengutamakan kenyamanan
dan keamanan bagi wisatawannya. Masyarakat yang bertugas menjaga parkir maupun
masyarakat lokal Desa Belalang di wajibkan menjaga keramahan dan kesopanannya
terhadap para wisatawan, terutama dalam keadaan bagaimanapun harus selalu di hiasi
dengan senyuman.
4.4 Penerapan Governance Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu.
Dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu tersebut, secara tidak
langsung di dalam pengelolaannya tercermin beberapa karakteristik governance.
Dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat Desa Belalang dalam pengelolaan
Obyek Wisata Pantai Kedungu, baik dalam pengelolaan parkir, menjaga kebersihan
Obyek Wisata Pantai Kedungu dan menjaga kenyamanan, keamanan wisatawan yang
berkunjung. Bukan hanya masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali dan pihak swasta
seperti villa-villa yang berada di sekitaran Obyek Wisata Pantai Kedungu juga ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangannya, bisa dilihat dari hasil
wawancara sebelumnya diatas mengenai bagaimana Pemeritah Provinsi Bali dan
pihak swasta yang memberikan bantuan secara sukarela di dalam pengelolaan dan
pengembangan Obyek Wisata Pantai Kedungu.
Dalam pengelolaannya tercermin juga responsiveness. Pemerintah Desa
Belalang selaku pengelola utama Obyek Wisata Pantai Kedungu bersedia
menampung semua keluhan-keluhan terhadap Obyek wisata Pantai Kedungu, namun
keluhan-keluhan tersebut baru hanya bisa sebatas di tampung saja dan belum bisa di
pecahkan karena terbentur dana sedangkan pengerjaan penambahan fasilitas yang
baru ada saat ini tergantung dari bantuan yang di berikan oleh pemerintah maupun
swadaya masyarakat. Pada pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu juga tercermin
equity, dimana hal ini terlihat pada saat perebutan aset yang terjadi. Masyarakat Desa
Belalang tidak diam begitu saja melihat aset yang di miliki oleh desa diperebutkan,
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mereka berhak melindungi aset yang dimiliki Desa Belalang dan berhak menuntut
keadilan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.
Selain karakteristik governance di atas, masih tercermin karakteristik
governance lainnya seperti transparency dan concensus orientation. Sama juga
halnya seperti yang sudah di jelaskan di atas pada pemanfaatan modal sosial dalam
pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu, Pemerintah Desa Belalang sangat
terbuka masalah dana dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu. Semua
masyarakat Desa Belalang berhak mengetahui semua pendapatan dari hasil
pemungutan biaya parkir, dan dipergunakan untuk apa saja dana yang masuk dari
pemungutan biaya parkir tersebut. Semua itu sudah di buat secara terperinci dalam
bentuk buku yang ada di Kantor Perbekel Desa Belalang, bukan hanya pemasukan
dari pemungutan parkir yang di buat terperinci tetapi juga dana bantuan yang di dapat
dari PNPM Mandiri yang di pergunakan untuk membuat kios pedagang. Berapa dana
yang masuk dari PNPM Mandiri, dan berapa dana yang dikeluarkan untuk
pembangunan kios pedagang sudah terperinci juga dalam bentuk buku. Terakhir
karakteristik governance yang tercermin adalah concensus orientation. Hal ini terlihat
saat dilakukannya musyawarah tentang pembuatan peraturan terhadap pengelolaan
Obyek Wisata Pantai Kedungu. Pihak Pemerintah Desa Belalang tidak mengambil
keputusan sendiri saat pembuatan keputusan, melainkan diadakannya musyawarah
dengan beberapa tokoh-tokoh Desa Belalang dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) agar keputusan yang dikeluarkan tidak akan memberatakan masyarakat Desa
Belalang.
5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan semua uraian penulis di atas yang berupa paparan teoritis, hasil
temuan dan analisis temuan serta dari pembahasan hasil penelitian, maka penulis
dapat menarik beberapa kesimpulan tentang strategi pemanfaatan modal sosial dalam
pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu. Antara lain, bahwa pemanfaatan konsep
modal sosial sangatlah bermanfaat di dalam proses pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Kedungu, terutama di dalam pemecahan masalah yang muncul. Jaringan atau
13
kerjasama yang terbentuk antara Pemerintah Desa Belalang dengan masyarakat,
pihak swasta, dan Pemerintah Provinsi Bali sangat bermanfaat di dalam proses
pengembangan Obyek Wisata Pantai Kedungu kedepannya, dilihat dari bantuan-
bantuan yang diberikan secara sukarela dalam pengelolaan dan pelestarian obyek
wisata tersebut. Ada kepercayaan satu sama lain dalam setiap hubungan yang
dibangun. Dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu, Pemerintah Desa
Belalang memberikan kepercayaan kepada beberapa masyarakat dan beberapa pihak
swasta yang ikut serta dalam proses pengelolaannya. Dalam pengelolaannya, belum
ada begitu banyak aturan-aturan yang mengikat, sedangkan dalam awig-awig desa
adat tidak ada tertulis aturan bagi pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedugu, hanya
saja disana tertulis bahwa Pantai Kedungu adalah tanah milik Desa Belalang yang
tidak bisa di ganggu gugat lagi. Dari aturan tersebut tercermin nilai-nilai seperti nilai
budaya, nilai kemajuan, dan nilai kejujuran.
Penerapan governance juga tercermin dalam pengelolaan Obyek Wisata
Pantai Kedungu tersebut. Terlihat dari ketiga pilar pokok governance seperti
masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut turut serta dalam pengelolaannya dan
tercermin beberapa karakteristik governance yang dapat mewujudkan good
governance dalam pengelolaannya. Dari 9 karakteristik yang di ungkapkan oleh
UNDP, ada 5 karakteristik yang muncul seperti: participation, transparency,
respociveness, equity, dan concensus orientation.
5.2 Saran
Dengan adanya pemanfaatan modal sosial dan penerapan governance di
dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu, Pemerintah Desa Belalang selaku
pengelola utama harus mampu mempertahankan eksistensi dari Obyek Wisata Pantai
Kedungu dan membangun obyek wisata tersebut menjadi lebih modern dan maju
kedepannya. Dalam keterbatasan dana yang di miliki oleh Pemerintah Desa Belalang,
pihak desa harus membentuk suatu jaringan yang lebih luas terutama merangkul
semua pihak villa-villa yang ada di sekitaran Obyek Wisata Pantai Kedungu dalam
ikut serta mengelolaanya. Pemerintah Desa Belalang juga harus memperhatikan
sembilan karakteristik governance. Diharapkan dalam pengelolaan Obyek Wisata
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Pantai Kedungu, Pemerintah Desa Belalang dapat mencerminkan kesembilan
karakteristik yang ada pada governance tersebut agar terwujudnya good governance
dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kedungu untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
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